BELOK KIRI LANGSUNG PADA SAAT LAMPU MERAH

Bambang Ismanto SISWOSOEBROTHO

ABSTRACT

Belok Kiri Langsung (BKL) pada saat lampu lalu lintas menyala merah or Left Turn on Red
(LTOR) on any road intersection is now confusing some drivers in this country who do not
fnow or have never known the traffic relaied regulation. Indonesian Road Traffic and Trans-
portation Law (UU No. 14/1992) with its Government Decrees established and issued by the
President concerning the Infrastructure and Road Traffic, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43,
1993, article 59 paragraph 3 says that vehicles in any approach which has an LTOR sign
displayed may turn lef! afier stopping, provided it is safé 1o do so. The Indonesian Road Traffic
and Transportation Law, UU No. 14/1992 and PP 43/1993 art. 59 p(3) provides the authority
for its use. The following problem arises, that the BKI. can not be done safely on any road in-
tersections. Many intersections have geometry deficiencies, such as lack of channelisation, lack
of turning lanes, absence of sidewalks and insufficient intersection areas. On the road inter-
section within the Area Traffic Control System (ATCS), this problem becomes more difficult
since LTOR is not only involves in installing traffic signs, but modification on controller and
detectors which affect the lanes presence timed calls may required before LTOR is permilted.

PENDAHULUAN

Masalah transportasi secara umwmn dan lalu
lintas pada khususnya adalah merupakan fe-
nomena yang terlihat sehari-hari dalam ke-
hidupan manusia. Semakin tinggi tingkat
mobilitas warga suatu kota, akan semakin
tinggi juga tingkat perjalanannya. Jika pe-
ningkatan perjalanan ini tidak ditkuti de-
ngan peningkatan prasarana transportast
yang memadai, maka akan terjadi suatn ke-
tidak-sermbangan antara demand dan sup-
ply yang akhimya akan menimbulkan suatu
ketidak-lancaran dalam mobilitas yaitu be-
rupa kemacetan. Kemacetan lalu lintas di
suatu kota atan tempat sekarang ini bukan
merupakan hal yang asing lagi yang dapat
terjadi di ruas ataupun di persimpangan ja-
lan. Khusus untuk di persimpangan jalan,
kemacetan timbul karena adanya konflik
pergerakan antar kendaraan yang datang da-
ri tiap arah kaki simpangnya; dan untuk me-
ngurangi konflik ini banyak - dilakukan
pengendalian untuk mengoptimalkan per-
simpangan dengan menggunakan lampu lalu
lintas. Optimasi ini kadangkala masih juga
dibantu dengan adanya pengaturan khusus
di setiap kaki simpangnya yaitu dengan
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membolehkan kendaraan untuk membelok
ke kiri secara langsung (BKL) dengan me-
nyediakan lajur khusus BKL (kanalisasi arus
lalu lintas). Namun karena ketersediaan la-
han yang terbatas di sekitar persimpangan,
maka tidak semua persimpangan dapat di-
buat kanalisasi agar mempunyai ajur khu-
sus untuk BKL ini. Dengan keluarnya UU
No. 14/ 92 beserta PP-nya khususnya PP
No0.43/93, maka BKL tetap diperbolehkan
dengan tidak harus menyediakan lajur khu-
sus untuk BKL, asalkan persyaratan ke-
amanan dan kenyamanan bagi setiap kenda-
raan yang bergerak di setiap arah dapat dija-
min (khususnya kendaraan yang akan mela-
kukan BKL ini harus hati-hati dalam mela-
kukan manuvernya, seperti yang tercantum
dalam PP No0.43/93). Dimaksud dengan ke-
amanan dan kenyamanan di sini adalah ada-
nya pergerakan yang bebas dari konflik ken-
daraan karena simpang dimaksud secara
geometrik memenuhi persyaratan untuk
adanya BKL.

Kalau diidentifikasi lebih mendalam maka
masalah kemacetan lalu lintas di persim-
pangan menyangkut beberapa masalah ter-
kait lain seperti perencanaan, geometrik
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simpang yang tidak efisien, pengendalian
dan pengoperasian lampu lalu lintas. Masa-
lah perencanaan menyangkut tidak mencu-
kupinya jaringan jalan, kurang sempurnanya
hirarki sistem sirkulasi, kurangnya sistem
yang menerus di jalan-jalan utama dan tidak
adanya transisi antara berbagai hirarki jalan
fersebut Masalah geometrik simpang yang
tidak efisien me-nyangkut kurangnya pulau-
pulau lalu lintas di simpang jalan, tidak cu-
kupnya median untuk membuat belokan U-
turn, tidak adanya jalur untuk membelok
khusus, tidak adanya tempat pejalan kaki,
adanya drainasi jalan yang terbuka, kurang-
nya pemeliharaan jalan, tidak adanya keten-
tuan untuk rintangan dan ftidak mencu-
kupinya areal persimpangan. Masalah pe-
ngendalian lampu lalu lintas juga menyang-
kut hal-hal seperti tidak memadainya waktu
siklus lampu pengatur lalu lintas, kurang te-
rangnya lampu lalu lintas, tidak adanya pa-
pan petunjuk yang jelas, kurangnya lampu
pejalan kaki dan banyaknya tiang di badan
jalan. Sedangkan masalah pengoperasian la-
{u lintas melibatkan naik turunnya penum-
pang di sekitar simpang, gerakan weaving
pada ruang yang terbatas, banyaknya parkir
di badan jalan, perilaku pemakai sepeda
motor dan bajaj, tidak ada ketentuan untuk
kendaraan tidak bermotor, seringnya terjadi
kondisi terkunci (grid-lock), terbatasnya po-
lisi lalu lintas, dan banyak papan iklan yang
menutupi rambu-rambu di sekitar persim-
pangan jalan.

MANAJEMEN LALU LINTAS

Untuk mengatasi masalah transportasi baik
regional maupun perkotaan, banyak badan-
badan yang terkait satu sama lain. Di ting-
kat pemerintah pusat, terdapat empat badan
yang berkaitan dengan transportasi yaitu
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Departemen Perhubungan, De-
partemen Pekerjaan Umum dan Departemen
Dalam Negeri. Bappenas bertanggung ja-
wab untuk mengarahkan pembangunan na-
sional secara luas ke dalam scktor-sektor
spesifik yang diaplikasikan di tiap Depar-

naan Pemerintah dalam menjamin sistern
transportasi nasional yang lancar, aman dan
efisien. Departemen Pekerjaan Umum khu-
susnya tingkat Dircktorat Jenderal dimana
Direktorat Jenderal Bina Marga bertang-
gung jawab dalam perencanaan, konstruksi,
operasional, dan pemeliharaan jalan di In-
donesia. Sedangkan Departemen Dalam Ne-
geri bertanggung jawab untuk mengkoordi-
nasikan perencanaan pembangunan kota dan
daerah, pada tingkat pemerintah pusat dan
propinsi, termasuk Badan Perencanaan
Pembangunan Daerzh (Bappeda). Gubernur
adalah Kepala Pemerintahan di tingkat pro-
pinsi yang bertanggung jawab atas pelaksa-
naan kebijaksanaan, operasional, manaje-
men dan kepegawaian di tingkat propinsi
dan secara langsung bertanggung jawab ke-
pada Menteri Dalam Negeri. Sebagai tam-
bahan, beberapa badan dalam lingkungan
ABRI juga ikut terlibat dalam melakukan
manajemen lalu lintas khususnya dalam hal
penegakan hukum lalu lintas (sepertt Kepo-
lisian dan Satlantas).

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
mempunyai tugas utama seperti tercantum
dalam PP No. 22 tahun 1990 yaitu menye-
diakan bantuan teknis dan pengawasan da-
lam manajemen dan teknik lalu lintas di In-
donesia. Kebijaksanaan desentralisasi seper-
ti tercanturn dalam KM No.109/1990 dan
KM No.95/ 1990 yang berhubungan dengan
Departemen Perhubungan dan Departemen
Dalam Negeri mendelegasikan sebagian
urusan Pemerintah Pusat, kepada Pemerin-
tah Daerah di tingkat Kabupaten dan Pro-
pinsi seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkut-
an Jalan (DLLAJ). Bantuan tekmis berupa
perumusan kebijaksanan, memperinci spesi-
fikasi teknis, memberi saran dan bantuan
terhadap badan pelayanan transportasi dan
falu lintas di Indonesia dan mengawasi pe-
laksanaan pendelegasian urusan ke pemerin-
tah daerah. Kantor-kantor daerah diharuskan
untuk mengikuti standar dan pelaksanaan
yang ada dari pemerintah pusat.

DL’LM dnke lai oleh Kepala Dinas yang
,se‘cafa laﬁgsung bertanggung jawab kepada

temen, dan juga melakukan pendekatan pe- ;_,-"_{‘ -?G Laiu*”l?ﬂtas dan transportasi ada-
rencanaan ke tingkat proyek yang sifatnya i 1"1; gln DLLAJ seperti tercan-
individu. Departermen Perhubungan bertang- é% tiran di tingkat propinsi
gung jawab untuk melaksanakan kebijaksa- i $-tugas tersebut didelegasi-
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kan kepada DLLAJ oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat. Mandat yang besar dari
DLLAJ adalah untuk mendapatkan rasa
aman, dan kelancaran di wilayah penguasa-
anmya. Tugas utama adalah mengatur lalu
lintas dan transportasi jalan di wilayah, me-
laksanakan tugas khusus dari Pemerintah
Pusat, dan melaksanakan tugas-tugas lain
yang diamanatkan oleh hukum dan peratur-
an untuk mendapatkan rasa aman, dan lan-
car. Kepolisian adalah badan di bawah
ABRI dan bertanggung jawab terhadap pe-
negakan hukum lalu lintas di wilayahnya.
UU No. 14/ 1992 merupakan dasar hukum
dan kerangka tanggung jawab dari Kepolisi-
an Satlantas. Tugas utamanya adalah untuk
patroli jalan raya, manajemen lalu lintas,
dan pelaksanaan semua hukum lalu lintas,
perundangan dan peraturan. Terbatasnya
sumber daya manusia dan kurangnya per-
alatan merupakan persoalan yang utama
bagi pthak Kepolisian. Banyaknya pengelo-
la dalam manajemen lalu lintas memerlukan
suatu koordinasi yang baik di antara mere-
ka. Koordinasi yang dilengkapi dengan pe-
rangkat hukum yang lengkap dan memadai
akan memungkinkan pelaksanaan manaje-
men lalu lintas di fapangan dapat berjalan
dengan baik.

HUKUM DAN PERATURAN LALU-
EINTAS

Undang-undang (UU) adalah peraturan
yang ditentukan dan disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presi-
den. Peraturan Pemerintah (PP) adalah ke-
putusan pemernintah yang ditentukan dan di-
setjui oleh Presiden. Keputusan Menter:
(KM) adalah keputusan menteri yang diten-
tukan dan disahkan oleh Menteri. Dalam
hubungannya dengan lalu lintas, hukum dan
peraturan-peraturan yang digunakan di In-
donesia adalah :

a. UU No.13/1980 (hukum tentang jalan)

b. UU No.14/1992 (hukum tentang lalu
lintas dan transportasi jalan)

c. PP No.26/1985 (jalan)

d. PP No0.22/1990 (masalah desentralisasi
wrusan ialu lintas dan transportasi dani

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Da-

erah)
e. PP No0.41/1993 (anghkutan jalan)
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f. PP No0.42/1993 (pemeriksaan kendara-
an bermotor di jalan)

g. PP No. 43/1993 (prasarana dan lalu
lintas jalan)

h. PP No.44 tahun 1993 (kendaraan dan
pengemudi)

i. Lebih dad 18 Keputusan Menteri {(KM)
vang mengatur pelaksanaan perundang-
an yang berkaitan dengan kendaraan.

KM No.60/1993 mengatur hal-hal teknis
yang berkaitan dengan marka jalan. Hal-hal
yang berhubungan dengan rambu lalu lintas
diatur dalam UU No.14/1992 (Lalu Lintas
dan Transportasi Jalan), PP No.43/1993 (in-
frastruktur dan Lalu Lintas Jalan), dan KM
No.61/1993. Hal yang berkaitan dengan pe-
ngaturan lampu lalu lintas di Indonesia di-
atur oleh Keputusan Menteri KM No.62/
1993 (lampu lalu lintas). Desain, kreasi, ins-
talasi dan pemeliharaan dari peralatan pe-
ngontrol lalu lintas dilakukan oleh Direk-
torat Jenderal Perhubungan Darat di tingkat
pusat dan DLLAJ di tingkat daerah.

UU No.14/1992 beserta PP-nya akan dapat
berjalan dengan baik jika ditunjang oleh pe-
makai jalan yang baik pula. Di Indonesia
dengan komposisi kendaraan yang sangat
bervanast dan tingkat intelligent pengemudi
yang berbedabeda, akan menyulitkan pelak-
sanaan UU tersebut. Hal ini masih ditambah
lagi dengan banyaknya jenis kendaraan ti-
dak bermotor yang bercampur menjadi satu
dengan kendaraan bermotor di jalan raya
akan sangat mengganggu pelaksanaan ma-
najemen lalu lintas yang diterapkan.

APLIKASE BKL UNTUK KOTA-
KOTA Di INDONESIA

Walaupun Undang-Undang beserta penje-
lasannya telah ada seperti tertuang pada PP
43/1993, namun aplikasi BKL di kota-kota
Indonesia masth belum dapat berjalan de-
ngan baik. Hal ini dikarenakan oleh banyak
hal di antaranya adalah ketidak-tahuan para
pemakai jalan akan aturan BKIL., ketidak-
sesuatan geometrik persimpangan untuk
melakokan BKL., Ketidak-tahuan para pe-
makai jalan akan BKL hanya dapat dibantu
dengan penynluhan dan memasyarakatkan
UU dan PP yang terkait, Memasyarakatkan
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UU dan PP sebetulnya tidakiah sulit meng-
ingat hal tersebut dapat dilakukan melatui
inedia tulis sepertl pamplet-pamplet ataupun
koran dan juga media telekomunikasi seper-
tt radio dan televisi. Dengan memasyarakat-
kan UU dengan baik maka hal-hal vang
membingungkan ataupun kemungkinan da-
pat menjebak pemakai jalan dapat dihindar-
kan. Untuk masa transisi ini, maka pema-
katan BKL masih dibantu dengan pema-
sangan papan rambu dengan tulisan Boleh
BKL dengan hati-hati, sesuai dengan PP
N0.43/93 ps. 59 (3). Hal ini dilalukan seka-
tigus untuk memasyarakatkan UU dan PP
terkait karena banyak pemakai jalan yang
sampai sekarang ini belum dan tidak me-
ngetahui adanya aturan BKL inid.

Di persimpangan jalan yang memakat [am-
pu laly hintas (traffic light) dan tidak ada ka-
nalisasi untuk kendaraan belok kiri lang-
sung, masih sering terjadi adanya kebi-
ngungan apakah kendaraan yang hendak
membelok ke kiri secara langsung diperbo-
lebkan walaupun lampu lalu lintas sedang
menyala merah. Antara pengguna jalan dan
aparat penegak hukumpun masih terjadi
adanya kontroversial ini di mana sebagian
berpendapat boleh dan sebagian lagi ber-
pendapat lain. Sebelum melangkah lebih
fanjut, teriebih dahulu melihat peraturannya
yang tertuang dalam Undang-Undang No.
14 Tahun 1992 yang dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Pra-
sarana dan Lalu Lintas, Pasal 59 ayat (3)
tertulis bahwa pengemudi dapat langsung
belok ke kiri pada setiap persimpangan ja-
lan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-ram-
bu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pe-
ngatur belok kin, Jadi selama tidak ada
isyarat lain seperti disebutkan di atas tadi
maka belok kin langsung scharusnya diper-
bolehkan,

Masalahnya yang akan timbul sekarang ada-
fah apakah geometrik persimpangan terse-
but memenuhi persyaratan dan laik untuk
menampung kendaraan yang membelok ke
kiri langsung tersebut melakukan gerakan
dengan aman dan nyaman, dengan artian
bahwa tidak mentmbutkan konflik dengan
pejalan kaki (pedesirian) dan kendaraan la-
in? Untuk itu akan lebih baik jika dilakukan
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peninjauan terhadap permasalahan satu per
satu antara keperluan kendaraan, pejalan ka-
ki dan kecukupan simpang tersebut.

L. DEFINESI DARI BELOK KIRI
LANGSUNG

Kendaraan yang datang dari sembarang arah
di suatu kaki simpang dengan rambu BKL
terpasang, belok kiri langsung diperboleh-
kan setelah terlebih dahulu berhenti dan ke-
amanan bergeraknya terjamin. Undang-un-
dang Latu Lintas No. 14 Tahun 1992, PP
No. 43/1993 membolehkan adanva peng-
gunaan belok kiri langsung (BKL).

H. PENILAIAN TERHADAP LOKASI
BKL

Sebelum pengaturan BKL diterapkan, setiap
lokasi yang akan diberikan ijin dan diusul-
kan harus dipelajan dengan cermat dan diuji
dengan menggunakan berbagai parameter.
Jika lokasi tersebut sesuai dan memungkin-
kan, maka dapat diusulkan penerapan BKL
untuk menmingkatkan pengoperasian lampu
latu lintas di persimpangan tersebut.

Harap dicatat bahwa BKL tidak hanya meli-
batkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas
saja,namun juga diperlukan adanya peru-
bahan ferhadap perangkat lunak dari alat
kontrolnya (controlier). Secara spesifik, pe-
rubahan ini menyangkut perubahan pada
alat pendeteksi (detector} yang telah dipa-
sang untuk mendeteksi aktivitas lajur terse-
but. Pada alat kontrol yang modern, penga-
tur waktu yang terkait dengan detector-de-
tector tersebut otomatis akan menyesuaikan
dengan kondisi lalu lintasnya,

IIL. PEMAKAIAN BKL

BKL merupakan suatu cara pengaturan lalu
lintas untuk mengurangi tundaan pada sim-
pang berlampu lalu lintas. BKL harus diper-
timbangkan sebagai bagian dari suatu sistem
dan bukan merupakan suatu hal yang terpi-
sah dari yang lain.

Adapun lokasi - lokasi yang memadai ada-

lah sebagai berikut :

e Kaki simpang pada jalan sekunder pada
suatu persimpangan bentuk-T terhadap
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kaki simpang jalan primer, dimana
penggunaan defector dengan sistem
waktu tetap dapat mengelakan pang-
gilan dan fasa kaki simpang yang tidak
utama

o Daerah dengan volume lalu lintas
hariannya rendah untuk suatu perioda
waktu tertentu

o Daerah dengan konflik aktivitas pejalan
kaki sehari-han juga rendah untuk suatu
perioda waktu tertentu dalam sehari

Lokasi - lokasi yang kurang memadai ada-
1ah jokasi seperti :

e Lokasi dengan lalu lintas yang men-
dekat dari arah kanan membentuk per-
gerakan berlajur ’S’

o Lokasi dengan aktivitas pejalan kaki ha-
riannya tinggi untuk hampir semnoa wak-
tu dalam sehari seperti terjadi di daerah
pusat bisnis (CBD} dan pusat perbelan-
jaan yang sangat sibuk.

o l.okasi dimana BKI. akan menimbulkan
konflik dengan fasa pejalan kaki yang
sudah eksklusif.

Beberapa keuntungan dari BKL adalah :

» Pengurangan tundaan terhadap kendara-
an yang membelok kiri sehingga me-
ngurangi pemakaian bahan bakar.

e Mengurangt tundaan dan waktu stop
untuk semua kendaraan pada saat pe-
rioda tidak sibuk

¢ Memungkinkan kendaraan yang mem-
belok kiri bergabung ataupun mengikuti
pola pergerakan kendaraan di arus uta-
ma dengan mudah

Gambar 1

Tiang Lampu
Sekunder

L

Beberapa kerugian dengan adanya BKL
adalah :

¢ Berpotensi untuk mengurangi respek
adanya lampu merah pada kaki simpang
yang lain .

e Menambah konflik antara kendaraan
yang membelok kekiri dengan kendara-
an yang bergerak lurus sehingga mengu-
rangi faktor keselamatan pada gerakan
tersebut.

® Kendaraan membelok ke kiri dapat
mengganggu penyeberang jalan.

V. RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

Rambu lalu lintas yang bersifat mengarah-
kan seperti Rambu BKL harus dipasang ke-
cuali pada tiang primer juga pada tiang se-
kunder seperti tergambar pada gambar 1.
Rambu tambahan tersebut diperlukan meng-
imgat pengemudi sering tidak dapat melihat
rambu pada tiang primer karena pengemudi
terlalu dekat dengan garis stop kaki persim-
pangan ataupun terhalang kendaraan lain.

V. PENGARSIPAN

Semua arsip berkenaan dengan lampu lalu
lintas dan rambu di persimpangan harus di-
simpan untuk setiap persimpangan berlam-
pu lalu hintas, khususnya di arah pendekatan
ataupun kaki simpang yang mengalami pe-
rubahan pemingkatan seperti tanggal pema-
sangan dan pembongkaran jika diperlukan.

]

%~
A
o )
ang Lanipu D
Primer
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Vi. PENERAPAN PENGETESAN DAN
PENGECEKAN :

Jika ingin menerapkan BKL pada suatu kaki
sitapang, pengetesan terhadap 3 (tiga) krite-
ria penting sebaiknya dilakukan dan diper-
hatikan.

Jawaban ‘YA’ terhadap salah safu jenis pe-
ngetesan akan menggugurkan suatu lokasi
dari usulan dan pertimbangan lebih lanjut.
Jika lokasi yang diusulkan tidak gugur da-
lam tahap awal, sembilan pengetesan tahap
lanjut masih harus dilihat lagi. Jawaban
‘YA’ terhadap lima atau lebih dari penge-
tesan lanjut juga dapat menggagatkan lokasi
tersebut dari usulan menjadi BKL. }ika su-
atu lokasi tidak mengalami kegagalan dalam
proses pengetesan ini, BKL boleh diterap-
kan asalkan tidak menimbulkan masalah
yang akan mengganggu pengoperasian BKL
di lapangan.

VH. PENGUJIAN

Tes-1 : Apakah lajur untuk belok kiri terdin
febih dari satu tajur?
Jika lajur paling kin adalah lajur
khusus belok kiri dan kendaraan di
{ajur sebelahnya juga diperbolehkan
belok kiri maka BKL. sebaiknya ti-
dak diterapkan.

Tes-2 . Apakah anak-anak, orang tua atau
penyandang cacat sering memakai
kaki simpang tersebut untuk menye-
berang?

BKL tidak diijinkan di semua kaki
simpang jika lebih dari 30 anak,

Gambar 2

orang tua dan penyandang cacat
yang menyeberang kaki simpang
tersebut perjamnya.

Tes-3 : Apakah lalu hntas dan kaki sim-

pang arah kanan tidak terhalang ja-
rak pandangnya?
Seorang pengemudi dengan tinggi
mata 1,15 m di atas permukaan ja-
lan dan 2,5 meter di belakang pro-
yeksi kereb jalan harus dapat meli-
hat suatu objek setinggi 0,6 m di
atas permukaan jalan pada jarak
ekivalen dengan 5 detik perjalanan
pada kecepatan rencana

BKL tidak diperbolehkan jika krite-
ria il hdak dipenuhi karena batasan
pandangan baik vertikal maupun
horisontal oleh daerah yang diarsir
seperti tergambar pada gambar 2.

VIILPENGECEKAN

Cek-1: Apakah ada konflik dengan fasa

ken-daraan belok kanan dan kaki
sim-pang di depannya?
BKL tidak dimungkinkan jika ada
fasa belok kanan (satu lajur atau
iebih) dari kaki simpang di depan-
nya. Namun jika ada daerah pemi-
sah yang cukup antara pergerakan
yang berlawanan seperti jari-jar
membelok yang besar, BKL masih
mungkin antuk diterapkan. Lihat
gambar 3.

Tidak ada halangan

untuk melihatdaerahw—/ 7—/7-/—/ 7“/7/;;23:-
¥

]

L
2,50m ’ [//
L R
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Tinggi mata 1,13 m
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Gambar 3

[

Jari-jari Tikungan Minisman
Keandataan betat — 15,0 m

)

'
Jamok Bebas Mininum = 0,50 |N

Gambar 4

Lalu lintas dari arah lawan

Tidak Bolch Mcmolong/'
Garis Kereb

|

Tidak Boleh Memotong
Garis Median

Tidak Boleh Melebihi
Lajur Kiri yang Ada

Jari-Jari Putar Minimum
Kendaraan Berat=12 50m

Cek-2 : Apakah daerah tersebut masih be- Jika kendaraan BKL akan meng-
bas untuk membelok kendaraan be- ganggu penyeberang jalan dan men-
sar seperti bus atau truk, dalam arti- desak pejalan kaki untuk menyebe-
an masih cukup ruang tanpa mem- rang tanpa jaminan keselamatan,
pengaruhi lajur lainnya? maka BKL tidak dimungkinkan. Li-
Jika lebih dari 5% kendaraan belok hat gambar 5.
kiri adalah bus atau truk dan jejak
roda pembelokan standar tidak da- Cek-4 : Apakah ada geometrik persimpang-
pat dipenuhi, sepersi pada gambar an yang belum sesuai dengan peren-
4, maka BK1. tidak dimungkinkan. canaan BKL?

Jika ada bentuk dari bagian persim-

Cek-3 : Apakah ada indikasi bahaya bagi pangan kurang sesuai (boleh dikata-

pejalan kaki di depan kendaraan
yang BKL?
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kan bentuk aneh), akan menimbul-
kan kebingungan mengingat belok
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kiri ditjinkan pada saat lampu me-
nyala merah.

Cek-5 : Apakah tingkat kecelakaan di per-
stmpangan tersebut tinggi?
Sebagai petunjuk, jika ada lebih da-
ri tiga kecelakaan dalam tiga tahun
terakhir menyangkut kendaraan be-
lok kiri, hal im1 akan memberikan
petunjuk bahwa BKL sebetulnya
kurang memadai. Juga jika ada em-
pat atau lebih kecelakaan menyang-
kut perubahan lajur dan jenis kon-

Gambar 5

Azah Pejalar Kaki

BKL

Gambar 6

Cek-6 :

Konllik

flik pada kaki simpang dan kanan-
nya, dapat juga menunjukkan bah-
wa BKL juga tidak dimungkinkan.

Apakah selalu terjadi perubahan la-
Jur untuk lalu lintas dari sebelah ka-
nan?

Kalau lajur lalu lintas dari sebelah
kanan selalu berubah untuk meng-
hindari kendaraan yang belok ka-
nan, juga akan menimbulkan kon-
flik dengan kendaraan yang mela-
kukan BKL. Lihat gambar 6.

Azah Pazudanpan
Penpenuichi

N

S~ T

BKL Tidak Diinginkan

_

Gambar 7

e

BKL

j :
k

Konitik

.

Scpeda
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Gambar 8

Gambar 9

Kendaraan yang akan Belok Kiri

L

Konflik

Cek-7 : Apakah ada konflik antara kendara-

an yang BKL dengan pemakai sepe-
da?

Jika kendaraan belok kiri akan me-
motong para pemakai sepeda yang
sedang menunggu lampu hijau, ma-
ka BKL tidak diinginkan. Lihat
gambar 7.
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Cek-8 . Apakah ada shelter bus berdekatan

dengan persimpangan dan memba-
tasi pergerakan belok kiri?
Jika kehadiran bus di lajur paling
kirt akan mengganggu lajur perge-
rakan belok kiri dan menimbulkan
konflik maka BKL juga sebaiknya
dihindar-kan. Lihat gambar 8.
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Cek-9 : Apakah kendaraan belok kin dalam

melakukan gerakannya, memerlu-
kan jalinan (weaving) terlebih dahu-
tu dengan pergerakan lalu lintas lu-
rus di depannya yang memotong
kaki simpang tersebut?.

Jika BKL akan memmbulkan per-
gerakan jalinan dengan arus lalu lim-
tas yang memotong di depannya
khususnya pada persimpangan de-
ngan bentuk T maka BKL juga se-
baiknya dihindarkan. Lihat gambar
9.
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